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CPL-5 Menguasai dasar-dasar ilmu hukum materiil, hukum formil, penalaran hukum dan argumentasi hukum
CPL-6 Mampu mengkonstatir, mengkualifisir, mengkonstituir, mengeksekutoir
CPL-7 Bermoral, bersikap adil, taat hukum, bertanggungjawab, dan memiliki jiwa kepemimpinan
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)
CPMK -1 Kemahiran mahasiswa dalam praktik Peradilan TUN
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CPMK -3 Mahasiswa mampu praktek PLKH TUN
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Deskripsi Mata kuliah ini memiliki kedudukan sebagai Mata Kuliah yang mendasari seluruh mata kuliah dalam bagian Hukum

Singkat MK Pemerintahan. Berfungsi sebagai rujukan substansi mata kuliah Hukum pemerintahan lainnya. Mengajarkan tentang asas-asas,
norma-norma dan aturan serta fenomena yang ada dalam Hukum Administrasi Negara. Perkuliahan dilaksanakan dengan
ceramah, analisis studi kasus, presentasi dan diskusi.
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Menyusun beracara
PTUN, Mahasiswa
dapat menjelaskan
alur penyelesaian
sengketa di PTUN,
upaya administrasi
dan gugatan
langsung melalui
PTUN

Menyusun
beracara
Peradilan
Tata
Usaha
Negara

Kriteria:
BAIK, CUKUP,
KURANG

Bentuk Penilaian

Aktifitas
Partisipasif

Menyusun
beracara
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Tata
Usaha
Negara
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Pustaka: Hilaire
Barnett,
Constitusional and
Administrative Law ,
Fourth Edition,
London : Cavendish
Publishing, 2002. HR,
Ridwan, Hukum
Administrasi Negara ,
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beracara Peradilan
Tata Usaha Negara

Pustaka: Hilaire
Barnett,
Constitusional and
Administrative Law ,
Fourth Edition,
London : Cavendish
Publishing, 2002. HR,
Ridwan, Hukum
Administrasi Negara ,
Jakarta : PT.
RajaGrafindo
Persada, 2006.
Philipus M. Hadjon,
Hukum Administrasi
dan Tindak Pidana
Korupsi , Yogyakarta,
Gadjah Mada
University Press,
2011.

s

Hukum Administrasi

dan Good
Governance,
Universitas Trisakti,
Jakarta, 2012.
Nuryanto A. Daim,
Hukum Administrasi
Perbandingan
Penyelesaian
Maladministrasi oleh
Ombudsman dan
Pengadilan Tata
Usaha Negara,
Surabaya, Laksbang,
2014.

5%




Materi: Menyusun
beracara Peradilan
Tata Usaha Negara
Pustaka: Hilaire
Barnett,
Constitusional and
Administrative Law ,
Fourth Edition,
London : Cavendish
Publishing, 2002. HR,
Ridwan, Hukum
Administrasi Negara ,
Jakarta : PT.
RajaGrafindo
Persada, 2006.
Philipus M. Hadjon,
Hukum Administrasi
dan Tindak Pidana
Korupsi , Yogyakarta,
Gadjah Mada
University Press,
2011.

Hukum Administrasi
dan Good
Governance ,
Universitas Trisakti,
Jakarta, 2012.
Nuryanto A. Daim,
Hukum Administrasi
Perbandingan
Penyelesaian
Maladministrasi oleh
Ombudsman dan
Pengadilan Tata
Usaha Negara,
Surabaya, Laksbang,
2014.




Menyusun beracara Menyusun | Kriteria: Menyusun Materi: Menyusun 5%
Elzraﬁgansgtéiga Usaha kﬁiﬁi‘éﬁﬁ baik apabila beracara beracara Peradilan
kelgmpék mer_?mlai Tote 23{(‘3{) Sa‘:)';‘giflié Peradilan Tata Usaha Negara
proses pemeriksaan Usaha benar 50%, Tata Pustaka: Hilaire
sengk'eqtal i Negara kurang apabila | Usaha Barnett,
g:;gﬁ kléf:isn : gg&:"r kurang dari T?(gg{)a Congﬁ{usi@al and
Administrative Law ,
Bentuk Penilaian Fourth Edition,
: London : Cavendish
Aktifitas Publishing, 2002. HR,
Partisipasif, Praktik Ridwan, Hukum
/ Unjuk Kerja Administrasi Negara ,
Jakarta : PT.
RajaGrafindo
Persada, 2006.
Philipus M. Hadjon,
Hukum Administrasi
dan Tindak Pidana
Korupsi , Yogyakarta,
Gadjah Mada
University Press,
2011.
Hukum Administrasi
dan Good
Governance ,
Universitas Trisakti,
Jakarta, 2012.
Nuryanto A. Daim,
Hukum Administrasi
Perbandingan
Penyelesaian
Maladministrasi oleh
Ombudsman dan
Pengadilan Tata
Usaha Negara,
Surabaya, Laksbang,
2014.
Menyusun beracara Menyusun | Kriteria: Menyusun Materi: Menyusun 5%
Egrﬁgaf:nzﬁfsgﬁga girrg%?l:'n baik apabila beracara beracara Peradilan
m e?nb anak an Tata EEES{J 2%2&?5 Peradilan Tata Usaha ‘Nggara
gugatan replik dan Usaha benar 50%, Tata Pustaka: Hilaire
duplik Negara kurang apabila | Usaha Barnett,
benar kurang dari | Negara Constitusional and
50% 1 X 50

Bentuk Penilaian

Aktifitas
Partisipasif

Administrative Law ,
Fourth Edition,
London : Cavendish
Publishing, 2002. HR,
Ridwan, Hukum
Administrasi Negara ,
Jakarta : PT.
RajaGrafindo
Persada, 2006.
Philipus M. Hadjon,
Hukum Administrasi
dan Tindak Pidana
Korupsi , Yogyakarta,
Gadjah Mada
University Press,
2011.

s

Hukum Administrasi

dan Good
Governance,
Universitas Trisakti,
Jakarta, 2012.
Nuryanto A. Daim,
Hukum Administrasi
Perbandingan
Penyelesaian
Maladministrasi oleh
Ombudsman dan
Pengadilan Tata
Usaha Negara,
Surabaya, Laksbang,
2014.




Menyusun beracara
Peradilan Tata Usaha
Negara, elemen-
elemen yang harus
ada dalam putusan
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beracara
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Menyusun beracara
Peradilan Tata Usaha
Negara, Mahaiswa
dapat memahami
intervensi pihak ke-
tiga sebagai subjek
berperkara
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Menyusun beracara
Peradilan Tata Usaha
Negara, macam-
macam putusan

Menyusun
beracara
Peradilan
Tata
Usaha
Negara
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BAIK, CUKUP,
KURANG
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Menyusun beracara
Peradilan Tata Usaha
Negara, Mahasiswa
dapat melanjutkan
proses berperkara di
PTUN dengan
tahapan upaya
hukum lainnya
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Menyusun beracara
Peradilan Tata Usaha
Negara, Mahasiswa
dapat menjelaskan
tentang eksekusi,
macam-macam
eksekusi, jenis-jenis
eksekusi di peradilan.

Menyusun
beracara
Peradilan
Tata
Usaha
Negara

Kriteria:
BAIK, CUKUP,
KURANG
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Menyusun beracara
Peradilan Tata Usaha
Negara, mahasiswa
dapat memahami dan
menjelaskan tentang
pembuktian, macam-
macam alat bukti,
saksi
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Menyusun beracara
Peradilan Tata Usaha
Negara,
mengevaluasi dan
menyelesaikan
laporan akhir
(dokumen
persidangan)

Menyusun
beracara
Peradilan
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Usaha
Negara
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Menyusun beracara
Peradilan Tata Usaha
Negara, kemahiran
mahasiswa dalam
menampilkan
simulasi sidang
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us us Kriteria: us Materi: Menyusun
baik apabila 1X50 beracara Peradilan
EEES{J 2%2&?5 Tata Usaha Negara
benar 50%. Pustaka:

kurang apabila
benar kurang dari
50%

Bentuk Penilaian

Praktik / Unjuk
Kerja, Tes

15%

Rekap Persentase Evaluasi : Case Study

No | Evaluasi Persentase
1. | Aktifitas Partisipasif 65%
2. | Praktik / Unjuk Kerja 27.5%
3. [ Tes 7.5%
100%
Catatan
1. Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi (CPL - Prodi) adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan prodi yang
merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang
diperoleh melalui proses pembelajaran.

2. CPL yang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-Prodi)
yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampulan
umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.

3. CP Mata kuliah (CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata
kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.

4. Sub-CPMK Mata kuliah (Sub-CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat
diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat
spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.

5. Indikator penilaian kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan

terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.




6. Kreteria Penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam
penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai
agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.

7. Bentuk penilaian: tes dan non-tes.

8. Bentuk pembelajaran: Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik
Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang
setara.

9. Metode Pembelajaran: Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning,
Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg
setara.

10. Materi Pembelajaran adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok
dan sub-pokok bahasan.

11. Bobot penilaian adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional
dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.

12. TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.
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